PERATURAN DAERAH PROPINS! SUMATERA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
. Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah salah satu jenis Pajak Propinsi adalah Bea
~ilk Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Arr ;

b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera
Selatan Nomor 18 Tahun 1998 tentany Bea Balik Nama
Kendaraan Sermotor, belum memuat materi Bea Balik Nama

Kendaraan di Atas Air dan untuk itu perlu diadakan penyesuaian
dan pengaturan kembali ; | '

¢. bahwa penyesuaian dan pengaturan kembali Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun
1998 sebagaimana dimaksud huruf b, perlu diatur dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera
Selatan.

—l

Mengingat . Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl
Tahun 1959 Nomor 70, T:;_rnbahan Lembaran Negara Nomor

1814) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Rl lahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang—uﬁdang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;



10.

1.

12.

13,

-2

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3493) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Rl Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun. 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan -

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Rl Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

. Undang—undang Nomor 22 taiun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang'Penmbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848) ;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Rl Tahun 1993
Nomor 64, Tambahan Lambaran Negara Nomor 3830) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.



14, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun

1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

15, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Selatan

Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1986, Nomor 2 Serie D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEA BALIK NAMA KEND&RMN
BERMOTOR DAN KENDARAAN.DI ATAS AlR. 'y

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

1,

2.

Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera
Selatan.

. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan,

. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerak

Propinsi Sumatera Selatan:~

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

hermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat d=n alat-
alat besar yang bergerak.



6. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan ‘ainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan
yang digunakan di atas air,

7. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah,
warisan, serta pemasukan ke dalam badan usaha.

8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendarran di Atas Air
adalah najak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak |
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual

beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam
badan usaha. |

9, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat -
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak,
objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan
kewajiban menurut perpajakan daerah.

10.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Gubernur Sumatera Selatan

11.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SKPD adalah Surat Ketciapan Pajak yang menentukan
besarnya pokok pajak. |

12.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
dapat disingkat SKPOKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.



6. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan
yang digunakan di atas air.

7. Penyerahan Kandaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,

tukar menukar, hibah -termasuk hibah wasiat dan hadiah,

warisan, serta pemasukan ke dalam badan usaha.

8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual

beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam
badan usaha.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak,
objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan
kewajiban menurut perpajakan daerah.

10.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke

Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Guberiwr Sumatera Selatan,

11.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya pokok pajak.

12.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya’
dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, -
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.



14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dapat
disingkat SKPDN ~adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok paiak sama besarnya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak tidak . terutang dan tidak ada kredit
pajak.,

16.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang se1anju{nya dapat disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi berupa bunga dan/atau denda, |

17.1si Silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada

mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya
kekuatan mesin.

18.Tahun Pembuatan Kendaraen Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air adalah tahun perakitan.

19.Nilai Jual Kendaraan Rermotor dan Kendaraan di Atas Alr
adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh
berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan
bermotor dan kendaraan di atas air sebagaimana tercantum
dalam tahel! nilai iual kendaraan bermotor yang berlaku.

20.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Ba lan Usaha Milik
Negara atau Duerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
oolitk atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha

tetap dan bentuk usaha lainnya.

21.Putusan Banding adalah putusan badar: peradilan pajak atas

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh wajib pajak.



22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat
ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah

nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

23, Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang

selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat permohonan STNK,
pendaftaian kendaraan bermotor dasar penetapan pajak dan
permohonan penetapan SWDKLLI.

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan  kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam |
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

BAB Il
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak
atas penyerahan kendaraan bermotor dalam Propinsi.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah
penyerahan kendaraan bermotor. .

(2) Termasuk ....... -



(2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor
dari luar negeri untuk dipake! secara tetap di Indonesia, kecuali :

untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan ; |
untuk diperdagangkan ;
untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia ;

digunakan untuk pameram; ~crelitian, contoh, dan kegiatan
olahraga bertaraf internasional.

a o U8

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢
tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak
dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. |

(4) Dikecualikan sebagal objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyerahan
kendaraan bermotor kepada :

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
b. Kedutaan, Konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga
internasional dengan asas timbal balik.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang

pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan
bermotor.

(2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang

pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan
bermotor.

Bagian Kedua .......



Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Paragrafl

Dasar Pengenaan Bea Ralik Nama
Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraari Bermotor dihitung
sebagal perkalian dari 2 (dua) unsur pokok !

a. nilai jual kendaraan bermotor ;
b.nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga
pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor... .

(2) Dalam hal harga pasaran Lnum atas suatu kendaraan bermotor
tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan
berdasarkan faktor-faktor :

a. s siinder dan/atau satuan daya ;

o

penggunaan kendaraan bermotor ;

c. jenis kendaraan bermotor ;

d.  merk kendaraan bermofor

e. tahun pembuatan kendaraan bermotor ;

{  berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang
yang dilzinkan ; -

g. dokumen impor untuk jenis kendaraan berniotor tertentu.

Paragraf 2
Tarif Bea Balik Nama

Pasal 6

(1) Tarif Bea Balk Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan
pertama ditetapkan sebesar -

a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan
umum ;



b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum ; |

¢. 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat
dan alat-alat besar,

(2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua
dan selanjutnya ditetapkan sebesar :

a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum ;
b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum ;

€. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-
alat berat dan alat-alat besar.

(3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan
Karena warisan ditetapkan sebesar :

. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor
bukan urmu ;

b. 0,1% (nol koma satuy persen) untuk kendaraan bermotor
umum ;

¢. 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor
alat-alat berat dan alat-alat besar,

Paragraf 3
Cara Penghitungan Bea Balik Nama
Pasal 7
(1) Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang
dibitihg dengan eara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Bea Baiik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut d
wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.

(3) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada
saat pendaftaran.




Pasal 8

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan

penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.

Pasal 9

Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermoter
melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur

atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak saat penyerahan.

BAB IIi

. BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DI ATAS AIR

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 9

Dengan hama Bea Ralik Nama Kendaraan di Atas Air, dipungut paja
atas penyerahan kendaraan di atas air dalam Propinsi,

Pasal 10

(1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah
penyerahan kendaraan di atas air.

(2) Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1},
meliputi :

a. kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20
M3 atau kurang dari GT7 ; ik

b. kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan
penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar
dari 2 PK ; |

c. kendaraan di atas air untuk - kepentingan pesiar per-
seorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/ sporty ship ;

d. kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan
daratan.
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(3) Termasuk penyerahan kendaraan di atas air sebagamana
dimaksud dalam ayat (1) adaleh pemasukan kendaraan di atas

air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia,
kecuali : )

untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan ;
untuk diperdagangkan ;
untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia ;

. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan
olahraga bertaraf internasional.

a o T e

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf <

tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak
dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

(5) Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama i‘endaraan ¢
Atas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
penyerahan kendaraan di atas air kepada :

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

b, kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lzmbaga
internasional dengan asas timbal balik ;

c. orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis.

Pasal 11

(1) Subjek Pajak Bea Balk Nama Kendaraan di Atas Air adalah oran

pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraar
di atas air,

(2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah orang
pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di
atas air.

Bagian Kedua .....




Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan
Bea Balik Nama Ke_hdaraan Bermotor di Atas Air

Paragraf 1
Dasar Pengenaan Bea Balik Nama
Pasal 12

(1) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas

Air adalah nilai jual kendaraan di atas air diperoleh berdasarkan
harga pasaran.

(2) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air
tidak diketahui, nilai jual kendaraan di atas air ditentukan:
berdasarkan faktor-faktor :

penggunaan kendaraan di atas air ;

jenis kendaraan di atas air ;

merk kendaraan di atas air ;

tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air ;

isi kotor kendaraan di atas air ;

banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang
diizinkan ;

dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu,

I'.EL'J

Paragraf 2
Tarif Bea Balik Nama
Pasal 13

(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan
pertama ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

(2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerarian
kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

(3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan

karena warisan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu
persen).
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Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak Bea Balik Nama
-Pasal 14

(1) Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(¢) Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat kendaraan di atas air didaftarkan.

(3) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air
dilakukan pada saat pendaftaran. | ,'

Pasal 15
Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air wajib mendaftarkan

B e

penyerahan kendaraan bermotor di atas alr dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.
Pasal 16 4
Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan di atas air
melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur
atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ]
sejak saat penyerahan.
BAB IV ‘i
WILAYAH PEMUNGUTAN ‘

(1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
dipungut di wilayah Daerah kendaraan bermotor dan kendaraan

%
‘
Pasal 17 i ';
di atas air didaftarkan. |[

(2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor atau kendaraan
di atac air dari satu daerah ke daerah lain, maka Wajib Pajax |
yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelinasan Bea
Ballk Nama HKendaraan Bermotor atau Bea Balik Nama
kendaraan di atas air di daerah asalnya berupa surat keterangarn:
fiskal antar daerah.
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BAB V
SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 18

Orang pribadi atau badan atau ahli waris yang menerima penyerahan
kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air wajb
memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPPKB untuk
kendaraan bermotor dan SPTPD untuk kendaraan di atas air

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan untuk penyerahan hak
milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dari luar daerah

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari saat

menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas
ar.

Pasal 19

(1) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan
bermotor atau kendaraan di atas air wajib melaporkar kepada
Gubernur atas terjadinya penyerahan hak milk tersebut
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan
kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air.

(2) SPTPD/SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harys diisi
dengan Jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib

Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya. f

Pasal 20

(1) SPTPD/SPPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)
Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya memuat !

a. nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang
menerima penyerahan ;

b. jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor
rangka dan nomor mesin, daya kuda (PK), tonase, isi kotor
(GT) dan fungsi ;

¢. dasar penyerahan ;

d. harga penjualan ;

e. tanggal penyerahan.

i
i
i
P
i
[
:
i



(¢) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD/SPPKB sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, 4

|

r

il

BAB VI F

KETETAPAN PAJAK ;
Pasal 21

(1) Berdasarkan SPTPD/SPPKB sebagaimana dimaksud Pasal 17
ayat (1) Peraturan Daerah ini, pajak ditetapkan dengan
menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakar.

(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD/SPPKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

(1) Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air asal luar daerah }
yang telah dan akan beroperasi di Propinsi Sumatera Selatan .
lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terus menerus baik milik :,F
pribadi maupun badan usaha, wajib dilaporkan kepada pihak J
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. i

(2) Kendaraan ber_*_'mntc:r dan kendaraan di atas air asal luar daerah - lI
sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan untuk i
memutasikan kendaraannya. | | §

(3) Setiap kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang
mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin wajib
melaporkan kepada Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
dengan mengisi SPTPD/SPPKB dalam waktu 14 (empat befas)
hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.

Pasal 23

T T

(1) Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat dita;jih
dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa  dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

T T T e e




Pasal 24

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak
Gubernur dapat menerbitkan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam
hal !

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;

2. apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak
disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu terteritu
dan setelah ditequr secara tertuls.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang

semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang ;

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak |
ada kredit pajak. s i

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1 dan
angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari i
jumlah kekurangan pajak tersebut. i

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dikenakan
apablla Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan |
pemeriksaan.




(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3 pasal ini dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(1)

Pasal 25

Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah

apabila ;.

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;

b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salan
tulis atau salah hitung ;

C. wa;ib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan hur® b
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 {limz
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar
setelah  jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan,
dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oieh
Gubernur.

BABWI ...




(3)

(15)

BAB VIl
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Fasal 26

Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan
di atas air dilakukan pada saat Pendaftaran.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air
dilunasl selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harl sejak tanggal
diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surit Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding
yang menyebabkan jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dan kendaraan di atas air yang harus dibayar bertambah.

Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenunhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuyan
kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan,

Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh
Gubernur.

Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan Gubermiuf,

Pasal 27

Pajak yang terutanq berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STi*D,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak
pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat paksa dilaksanakan berdasariar:

perundang-undangan yang berlaku.

BABVIIL ...




BAB Vil

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRAS!

Pasal 28

(1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atay STPD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan

hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah :

b, membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak y.ang tidak
benar; >

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang 4alam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wab pajak atau
bukan karena kesalahannya. S

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajai kepada
Gubernur, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (ticsa i
puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKET, atau
STPD dengan memberikan alasan yang jelas. i

.{3} Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) Gubethur atau Pefabat yang ditunjuk tidak
memberikan keput'isan, permohonan pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi dianggap dikabulkan,




(1)

(3)

(1)

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 29

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur
atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKE) ;

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT) ;

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) ;
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (')
harus disampalkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, dengan alasan yang
jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, harus
sudah memberikan keputusan.

Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebaggimana
dimaksud dalam ayat (3), Gubernur atau Pejabat yang diturijuk

tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap
dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah diterimanya keputusan keberatan.

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
menunda kewajiban membayar pajak.

— - i —




Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan dimaksud dalam Pasal 28 atau banding
sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 32

Gubernur ~ dapat memberikan  keringanan, pengurangan dar

pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air,

Pasal 33

Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai ambulance dan mobil
jenazah dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, yang ditetapkan
oleh Gubernur, |

Pasal 34

Tata Cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea
Balik Nama Kendaraah Bermotor dan Kendaraan di Atas Alr ditetapkan
oleh Gubernur.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 35

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
kendaraan di atas air kepada Gubernur atau Fejabat yang
ditunjuk.




_ﬁé_

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka wakty paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya vermohonan
pengembalian- kelebihan pembayaran  pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilampaui Gubernur atay Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan,

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak. lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
langsung diperhitungkan untuk melunas terlebih dahulu utarg
pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak lainnya dalam wakty
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLS dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan

setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKP[ILS,
Gubernur atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pajak.

Pasal 36

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat {4)
Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai
bukti pembayaran. |

BAB XII

KEDALUWARSA
Pasal 37

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka wakiu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.




(e)

223 .

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat:
(1) bertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; :
b.ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsurig
maupun tidak langsung. | |

BAB Xl

PENGAWASAN
Pasal 38

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini dilatsanakan oleh Gubernur atau Pejabat yang
ditunjuk,

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) petugas yang ditunjuk berwenang :

a. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda lunas pajak
kendaraan bermotot dan kendaraan di atas alr -

b. memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor .
untuk memeriksa dan meneliti kendaraan bermotor dan
kendaraan di atas air ;

¢. meminta bantuan aparat Pemerintah yang berweriang untuk
memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor atau
kendaraan di atas air apabila diperlukan.

Pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai tempat-tempat
penyimpanan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
wajib mengizinkan petugas untuk memasuki tempat-tempat
dimaksud serta wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang
dianggap perlu oleh petugas sebagaimana dimaksud dafam:
ayat (2).
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BAB XV
BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 39

(1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di atas Air, diberikan biaya pemungutan paling
tinggi sebesar 5 % (lima persen)

(2)  Pedoman tentang alokasi biayapemungutan sebagaimara
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB XV '
PENYIDIKAN
Pasal 40

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertenty di lingkungan Pemerintah Propinsi
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang  perpajakan daerah
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana. At

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelit keterangan
atal laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidans;

perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai -
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan - sehubungan dengan  tindak pidana di bidang
perpajakan daerah tersebut :

C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribaai atau
badan sehubuagan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah ;




€. melakukan Penggeledahan yntyk mendapat bahan bkt
Pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen [qir serta
melakukan Peny'taan terhadap hahan bukti tersebuyt :

f. meminta bantyan tenaga ahli dalam rangka:pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah :

9. menyuruh  berhent; melarang S€seorang - meninggalkan
ruangan atay tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung  dan memeriksa  identitas orang dan atay
dokumen yang dibawa sebagaimang dimaksud pada huryf e -

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Perpajakan daerah ;

I memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 4
diperiksa sebagai tersangka atay saks; ;

i menghentikan penyidikan ;

K, melakukan tindakan lain yang perlu  untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan - daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasi| penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatuf® |
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

BAB xvi
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

(1) Wajib Pajak yang karena keaipaannya tidak menyampaikan
SPTPD/SPPKB  atay mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atay melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanks; pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 2
(dua) kali jumlah pajak yang terutang.




.....
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(2) Wajib  Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPD/SPPKB  atay mengisi dengan  tidak benar atau tidak
lengkap atay melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan ketiangan daerah dapat dikenakan sanksi pidana
penjara paling lama 6 (enam) bulan atay denda paling ban;,a_af( 4
(empat) kali jumlah Pajak yang terutang, e

(3) Setiap orang atau badan hukym yang melanggar ketentyan Pasal
21 Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana Kurungan paling lama

6 (enam) bulan atay denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima
Juta rupiah).

(4) Tfﬂdah.pfdana_ sebagaimana dimaksyud dalam ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) adalah pelanggaran,

Pasal 42

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan
Daerah ini tidak ditunyt setelah melampaui jangka wake 10
(sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atay berakhirnya masy

pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahur
pajak. |

L,

BAB XviI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

(1) Terhadap Bea Baiik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
di Atas Air yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang
didasarkan ketentuan yang berlakuy sebelumnya.

(2) Terhadap masa pendaftaran kendaraan bermotor yang Eeiah
berakhir - sebelum berlakunya  Peraturan Daerah ini dan
didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan daerah ini

berlaku maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
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BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang u«
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur,

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah |
Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 1998
entang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daereh
fahun 1998 Nomor 1 Serle A) dinyatakan tidak beriaky

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah in| dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Sumatera Selatan,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember- 001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Dlundangkan di Palembang
pada tanggaf 24 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 7 strie A



